
menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan

penyesuaian Peraturan WaH Kota Nomor 60

Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60

Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

danmemperhatikandengana. bahwaMenimbang

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALl KOTA BANJARMASIN,

PERUBAHANKEDUAATAS PERATURANWALl KOTA BANJARMASIN

NOMOR60 TAHUN2021 TENTANGPERUBAHANPENJABARAN

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHKOTABANJARMASIN

TAHUNANGGARAN2021

TENTANG

PERATURANWALl KOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN2021

WALl KOTA BANJARMASIN
PROVINSIKALIMANTANSELATAN



Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4438);

Keuangan
2004

Antara
Tahun335. Undang-Undang Nomor

tentang Perimbangan

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

2004Tahun254. Undang-Undang Nomor

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4355);

Mengingat



Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
WakilKepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

(Lembaran NegaraDaerahPemerintahan

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara
Repuhlik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679);

8. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang



10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Repub1ikIndonesiaNomor5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6037);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6041);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Gubernur sebagai WakH Pemerintah Pusat
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

18. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor525);



-:

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor888);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Telmis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);

22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor63);
23. Peraturan WallKotaBanjarmasin Nomor43 Tahun

2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah

Tahun 2021 Nomor43).



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wall Kota

Banjarmasin Nomor60 Tahun 2021 tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2021), diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut.
1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

WallKota ini.
2. Ketentuan Lampiran II, pada bagian Satuan KeIja

Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas
PekeIjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat
Daerah, Badan Keuangan Daerah, sehingga
keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan WaliKota ini.

Pasal I

.
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN

ANGGARAN2021

PERATURAN WALl KOTA TENTANG PERUBAHAN

KEDUAATAS PERATURANWALl KOTA BANJARMASIN

NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN:



BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR :35

IKHS

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal ·1 oJ •• Lcr ,-_ ...1

IBNU SINA
-+-

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1G Dc oembo r ::J.. ::::1

WALl KOTA BANJARMASIN,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ill! dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Peraturan Wali Kota Banjarmasin ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan

PasalII


